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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jalan raya melmelgang pelranan vital dalam kelhidupan manusia, karelna 

hampir selluruh aktivitas kini belrgantung pada molbilitas yang ditunjang ollelh 

infrastruktur jalan. Ollelh selbab itu, pihak-pihak yang belrwelnang belrupaya 

selmaksimal mungkin untuk melncelgah telrjadinya kelcellakaan lalu lintas mellalui 

pelnelrapan aturan yang tellah dirancang dan disolsialisasikan selbellumnya. Namun 

delmikian, pada praktiknya, masih telrdapat belrbagai pelrmasalahan di jalan raya 

yang sulit diatasi dan bellum selpelnuhnya telrsellelsaikan
1
. 

Belrdasarkan keltelntuan Undang-Undang No lmolr 22 Tahun 2009 Te lntang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 24 me lnye lbutkan bahwa 

Kelcellakaan lalu lintas adalah suatu pe lristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak 

diselngaja mellibatkan kelndaraan delngan atau tanpa pe lngguna jalan lain yang 

melngakibatkan kelrugian dan/atau kelrugian harta belnda, apabila pellanggaran 

telrselbut melnimbulkan ko lnselkuelnsi pidana yang te lrleltak pada pellanggaran itu, 

maka pellanggaran itu me lrupakan tindakan pidana. 

Kolta Cirelbo ln, telrdapat belbelrapa kasus pellanggaran lalu lintas yang 

mellibatkan anak-anak dan disellelsaikan delngan melrujuk pada Undang-Undang 

Nolmolr 22 Tahun 2009 te lntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Belrikut belbelrapa 

colntolh:
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1. Pellanggaran o llelh pellajar yang me lmbawa kelndaraan kel selko llah pada 

Agustus 2024, Po llrels Cirelboln mellaksanakan razia te lrhadap pellajar yang 

melmbawa selpelda mo ltolr kel selkollah. Selbanyak 92 kelndaraan diamankan 

karelna pelngelndara di bawah umur tidak me lmiliki SIM, tidak me lmakai 

hellm, dan tidak me lmbawa surat-surat kelndaraan. Razia ini dilakukan 

selbagai upaya pe lncelgahan tawuran selrta melnanamkan budaya te lrtib 

belrlalu lintas seljak dini.  

2. Pellanggaran o llelh anak jalanan Pada Felbruari 2023, Satuan Samapta 

Pollrelsta Cirelboln melngamankan 23 anak jalanan yang be lrkelliaran di 

pelrelmpatan dan lampu me lrah. Melski pellanggarannya tidak spe lsifik pada 

lalu lintas, melrelka ditindak selcara hukum melnggunakan melkanismel tindak 

pidana ringan (tipiring) dan diselrahkan kel Dinas Solsial untuk pelmbinaan. 

3. Eldukasi dan so lsialisasi ollelh kelpollisian sellain pelnindakan, Satlantas Po llrels 

Cirelboln Kolta selcara rutin me lngadakan eldukasi di selkollah-selko llah mulai 

dari PAUD hingga SMA me lngelnai pelntingnya melnaati pelraturan lalu 

lintas. Kelgiatan ini belrtujuan untuk melncelgah pellanggaran seljak usia dini 

dan melnciptakan budaya te lrtib lalu lintas. 

Akhir-akhir ini kasus ke lcellakaan lalu lintas sangat me lmprihatinkan baik 

selcara kualitas maupun kuantitas. Dalam se lbuah kasus kelcellakaan lalu lintas 

selringkali tidak hanya me lngakibatkan luka-luka ringan maupun belrat saja, te ltapi 

juga tidak seldikit yang me lnimbukan kelmatian. Selpanjang tahun 2022 me lskipun 

tingkat kelcellakaan lalu lintas pada pelkan kel-31 melngalami pelnurunan 10,06 

pelrseln dibandingkan delngan pelkan sebelumnya yaitu pada pelkan kel-30 telrcatat 
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data yang dihimpun ollelh Kolrlantas Pollri selbanyak 974 kasus delngan ko lrban 

melninggal dunia se lbanyak 189 o lrang, luka-luka belrat selbanyak 142 o lrang, dan 

luka-luka ringan se lbanyak 1170 o lrang delngan kelrusakan matelrial selbelsar 

1.675.500.000 rupiah. Seldangkan pada pelkan selbellumya jumlah kasus ke lcellakaan 

lalu lintas yakni pada pelkan kel-30 selbanyak 1.083 kasus de lngan ko lrban 

melninggal dunia 200 o lrang, kolrban luka belrat 135 olrang, dan yang me lngalami 

luka ringan 139 olrang delngan kelrugian matelrial selbelsar 1.958.801.700 rupiah. 

Berikut adalah tinjauan fenomena pelanggaran lalu lintas oleh anak di 

beberapa provinsi di Indonesia, beserta data dan karakteristik pelanggaran yang 

dominan di masing-masing daerah. 

1) Jawa Timur 

Fenomena pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi meliputi 

berkendara di bawah umur, tidak menggunakan helm berstandar SNI, dan 

melawan arus. Tercatat sebanyak 17.381 kasus berkendara di bawah umur, 

menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kendaraan oleh 

anak-anak. Selain itu, terdapat 50.202 kasus pengendara yang tidak menggunakan 

helm SNI, yang mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya 

keselamatan berkendara. Sementara itu, pelanggaran melawan arus mencapai 

13.119 kasus, yang berpotensi besar menyebabkan kecelakaan lalu lintas
2
. 

Fenomena ini menunjukkan tingginya angka pelanggaran yang melibatkan 

anak-anak dan remaja, dengan helm SNI dan berkendara di bawah umur menjadi 

pelanggaran dominan. 
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2) Jawa Barat 

Fenomena pelanggaran lalu lintas di Jawa Barat didominasi oleh 

pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, serta berboncengan 

lebih dari dua orang. Di wilayah Tasikmalaya, tercatat sebanyak 276 pelanggaran 

dilakukan oleh pengendara di bawah umur. Pelanggaran serupa juga ditemukan di 

Kota Kediri dan Kabupaten Karangasem, menunjukkan bahwa praktik berkendara 

oleh anak-anak tanpa pengawasan masih terjadi di berbagai daerah. Pelanggaran 

oleh anak di bawah umur menjadi perhatian serius, mengingat banyak dari mereka 

tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang tentu saja sangat berisiko 

terhadap keselamatan di jalan raya
3
. 

3) Bali 

Fenomena pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Karangasem mencakup 

tiga jenis pelanggaran utama, yaitu tidak menggunakan helm, berboncengan lebih 

dari dua orang, dan berkendara di bawah umur. Dalam pelaksanaan Operasi 

Keselamatan Agung 2023, tercatat sebanyak 1.022 pengendara terjaring razia di 

wilayah tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 762 diberikan teguran lisan dan 

260 diberikan teguran tertulis, menunjukkan masih perlunya peningkatan 

kesadaran masyarakat terhadap aturan berlalu lintas
4
. 

Pelanggaran oleh anak-anak sekolah mendominasi, dengan banyak yang 

tidak memakai helm saat berkendara. 
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Ditlantas Polda Bali. 



 

5 

4) Malang Raya (Jawa Timur) 

Fenomena pelanggaran lalu lintas juga banyak melibatkan kalangan 

pelajar, terutama mereka yang berusia antara 15 hingga 25 tahun. Data 

menunjukkan adanya peningkatan jumlah tilang terhadap pelajar, yakni dari 466 

kasus pada tahun 2021 menjadi 914 kasus pada tahun 2022. Peningkatan ini 

mencerminkan adanya tren ketidakdisiplinan yang semakin tinggi di kalangan 

pelajar dalam mematuhi aturan lalu lintas, yang menjadi perhatian serius dalam 

upaya menciptakan budaya berkendara yang aman dan tertib
5
. 

5) Jombang (Jawa Timur) 

Pelanggaran lalu lintas juga banyak dilakukan oleh pelajar berusia 16 

hingga 21 tahun, yang termasuk dalam kelompok usia produktif. Data 

menunjukkan terdapat sebanyak 2.316 pelanggaran yang dilakukan oleh 

kelompok usia ini, dengan 316 kejadian kecelakaan yang tercatat sebagai akibat 

dari pelanggaran tersebut. Tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan ini 

menunjukkan bahwa kelompok pelajar usia produktif memiliki risiko kecelakaan 

yang tinggi, sehingga diperlukan pengawasan dan edukasi yang lebih ketat 

terhadap mereka dalam hal keselamatan berkendara
6
 

6) Sumatera Utara 

Fenomena pelanggaran lalu lintas di Provinsi Sumatera Utara umumnya 

didominasi oleh dua pelanggaran utama, yaitu berkendara di bawah umur dan 

tidak menggunakan helm. Meskipun kedua jenis pelanggaran ini sering ditemukan 

                                                           
5
Radar Malang, Radar MalangRadar Malang+1https://surabaya.inews.id/+1 diakses 

tanggal 20 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB 
6
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di berbagai wilayah di Sumatera Utara, data statistik spesifik terkait jumlah 

pelanggaran tersebut belum tersedia atau belum dipublikasikan secara resmi oleh 

instansi terkait. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan 

pencatatan data pelanggaran lalu lintas secara lebih menyeluruh di tingkat daerah
7
. 

Selbagian belsar kelcellakaan lalu lintas diakibatkan o llelh kelsalahan dan 

kellalaian manusia (human elrrolr). Keltidak-taatan pelngelmudi/pelngelndara pada 

pelraturan lalu lintas adalah se lbagai pelnye lbab utama te lrjadinya kelcellakaan lalu 

lintas telrselbut, disamping buruknya karakte lr pribadi pelngelmudi/pelngelndara 

selpelrti ingin me lnang selndiri, tak pelduli atas o lrang lain selhingga o lrang lain 

melnjadi susah karelnanya, sellain itu pelnyelbab lain adalah mau untung se lbanyak- 

banyaknya walaupun harus me lncellakakan olrang lain. 

Kelcellakaan lalu lintas me lrupakan salah satu pelnyelbab kelmatian telrbelsar di 

Indolnelsia. Melnurut Undang-Undang Nol. 22 tahun 2009 Pasal 1, paragraf 24 

Kelcellakaan Lalu Lintas adalah suatu pe lristiwa di Jalan yang tidak diduga dan 

tidak diselngaja me llibatkan Kelndaraan delngan atau tanpa Pe lngguna Jalan lain 

yang melngakibatkan ko lrban manusia dan/atau kelrugian harta belnda. Delngan kata 

lain Kelcellakaan lalu lintas adalah pe lristiwa jalan yang tidak te lrduga dan tidak 

diselngaja yang mellibatkan kelndaraan delngan atau tanpa pelngguna jalan lain, yang 

melngakibatkan hilangnya nyawa dan/atau prolpelrti. 

Kolnselkuelnsi dari hukum pidana pada pasal ke ltelntuan undang-undang 

nolmolr 22 tahun 2009 te lntang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 229 te lrselbut 

yaitu, belrupa suatu tuntutan se lcara pidana dimuka pe lngadilan dan pe lnjatuhan 
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sanksi belrupa pelmidanaan jika te lrbukti belrsalah, sellain itu kelpada pellaku dapat 

pula dituntut selcara pelrdata belrupa pelnggantian kelrugian yang dialami ollelh 

kolrban. Belrdasarkan pelndapat Andi Hamzah, dalam be lrbagai macam ke lsalahan, 

pellaku yang belrbuat salah yang me lnimbulkan kelrugian kelpada olrang lain maka 

delngan pelrbuatannya te lrselbut dia harus me lmbayar belrupa ganti kelrugian akibat 

dari pelrbuatanya te lrselbut
8
.
 
Pada dasarnya, se ltiap kelcellakaan lalu lintas yang 

telrbukti melngandung unsur pidana belrdasarkan keltelntuan dari undang-undang 

lalu lintas dan angkutan jalan, maka pe llaku harus dipro lsels selcara hukum se lsuai 

delngan prolsels pelradilan pidana. 

Anak selbagai pellaku kelcellakaan Lalu Lintas me lnjadi pelnyumbang 

kelcellakaan Lalu Lintas te lrbanyak hingga akhir-akhir ini. Hal ini ujungnya 

belrmuara pada jaminan pe lrlindungan bagi anak dan pe lrtanggungjawaban anak itu 

selndiri. Delngan me lmpelrhatikan hukum po lsitif yang belrlaku dan aspe lk 

kelpelntingan si anak se lbagai pellaku kelcellakaan lalu lintas di jalan Ke ladilan 

relsto lratif melngelmbalikan kolnflik kelpada pihak-pihak yang paling te lrkelna dampak 

kolrban, pelnjahat dan ko lmunitas melrelka dan me lmbelrikan prio lritas pada 

kelpelntingan melrelka. Keladilan relsto lratif belrusaha untuk melmulihkan kelsellamatan 

kolrban, rasa holrmat pribadi, martabat dan, yang le lbih pelnting, rasa kolntroll. 

Pelngelrtian anak di bawah umur yang dihadapkan delngan hukum dijellaskan 

dalam Undang-undang Nol 11 Tahun 2012 telntang Sistelm Pelradilan Anak, dalam 

keltelntuan umum pasal 1 ayat 3 yaitu anak adalah anak yang tellah belrumur 12 

(dua bellas) tahun, teltapi bellum belrumur 18 (dellapan bellas) tahun, yang diduga 
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mellakukan tindak pidana. Banyaknya kelcellakaan lalu lintas yang mellibatkan anak 

di bawah umur dan melngakibatkan hilangnya nyawa maupun harta belnda 

selselolrang melnimbulkan kelrelsahan telrhadap pelngguna jalan, salah satu faktolr 

pelnyelbabnya yaitu kurangnya pelngawasan ollelh olrang tua selrta pihak yang 

belrtanggungjawab dalam melmbelrikan izin melngelndarai kelndaraan rolda elmpat 

maupun rolda dua tanpa melmiliki SIM, hal ini melngakibatkan selolrang anak tellah 

mellakukan dua pellanggaran selkaligus, yaitu tidak melmelnuhi syarat untuk 

melngelndarai kelndaraan di jalan umum dikarelnakan bellum melmiliki SIM, 

selbagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nol 22 Tahun 2009 

Telntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belrbunyi: 

“Seltiap olrang yang melngelmudikan kelndaraan belrmoltolr di jalan wajib 

melmiliki Surat Ijin Me lngelmudi selsuai delngan jelnis kelndaraan belrmoltolr 

yang dikelmudikan”
9
. 

Sellain itu, anak dibawah umur tidak dipe lrbollelhkan melngelndarai 

kelndaraan belrmoltolr supaya tidak melmbahayakan pelngelndara lain di jalanan 

selsuai pelraturan yang tellah diatur dalam Pasal 311 Undang-undang No l. 22 

Tahun 2009 telntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan be lrbunyi: 

1) Seltiap olrang yang de lngan selngaja melngelmudikan Kelndaraan Belrmoltolr 

delngan cara atau ke ladaan yang me lmbahayakan bagi nyawa atau barang 

dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 1 (satu) tahun atau de lnda 

paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 
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2) Dalam hal pelrbuatan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) me lngakibatkan 

Kelcellakaan Lalu Lintas de lngan kelrusakan Kelndaraan dan/atau barang 

selbagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pe llaku dipidana de lngan 

pidana pelnjara paling lama 2 (dua) tahun atau de lnda paling banyak 

Rp4.000.000,00 (elmpat juta rupiah). 

3) Dalam hal pelrbuatan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) melngakibatkan 

Kelcellakaan Lalu Lintas de lngan ko lrban luka ringan dan ke lrusakan 

Kelndaraan dan/atau barang se lbagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 

(3), pellaku dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 4 (elmpat) tahun 

atau delnda paling banyak Rp8.000.000,00 (dellapan juta rupiah). 

4) Dalam hal pelrbuatan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) me lngakibatkan 

Kelcellakaan Lalu Lintas de lngan kolrban luka belrat selbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 229 ayat (4), pe llaku dipidana de lngan pidana pelnjara paling 

lama 10 (selpuluh) tahun atau delnda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua 

puluh juta rupiah). 

5) Dalam hal pelrbuatan selbagaimana dimaksud pada ayat (4) me lngakibatkan 

olrang lain me lninggal dunia, pellaku dipidana delngan pidana pelnjara paling 

lama 12 (dua be llas) tahun atau delnda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua 

puluh elmpat juta rupiah)
10

. 

Pada dasarnya, ke llalaian/kelalpaannya selselolrang yang me lnyelbabkan 

matinya olrang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP berbunyi Barang siapa karelna 
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kelsalahannya atau ke lalpaannya melnyelbabkan o lrang lain mati, diancam de lngan 

pidana pelnjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. 

Telrkait delngan pelrtanggungjawaban yang diatur dalam KUHP, te lrdapat 

aturan dalam pelrtanggungjawaban pidana, bahwa tidak se lmua olrang dikatakan 

mampu belrtanggungjawab. Dikatakan se lselolrang tidak mampu belrtanggungjawab, 

yang telrdiri dari dua aspelk yang dapat dilihat, aspelk pelrtama: 

1. Keladaan jiwanya 

a. Telrganggu o llelh pelnyakit, yang telrus-melnelrus (telmpolrair)  

b. Melngalami cacat dalam pe lrtumbuhan (gagu, idio lt, imbelcilel dan 

selbagainya) 

c. Telrganggu karna te lrkeljut, hypno ltismel, amarah, yang me lluap, pelngaruh 

bawah sadar, mellindur, melngigau dan selbagainnya.  

2. Kelmampuan jiwanya  

a. Tidak dapat melnginsyafi hakelkat tindakan yang dilakukannya 

b. Tidak dapat melnelntukan kelhelndaknya atas tindakan yang akan dilakukan 

c. Tidak dapat melngeltahui keltelrcellaan dari tindakan telrselbut
11
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Tabel 1. 1 

Data Laka Melibatkan Anak Kecil 2020-2024 

Sumber : Data Kepolisisan Resor Cirebon 2024 

Keterangan : 

1. MD = Meninggal Dunia 

2. LB = Luka Berat 

3. LR = Luka Ringan 

4. P21 = Pemberitahuan hasil penyelidikan sudah lengkap 

5. RJ = Restorative justice atau keadilan restoratif  

6. SP3 = Surat Perintah Penghentian Penyidikan.  

7. SP2LID = Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.   

8. DIVElRSI = adalah pelngalihan pelnyellelsaian pelrkara anak dari prolsels 

pelradilan pidana (sistelm yang folrmal) kel prolsels di luar pelradilan pidana 

(sistelm yang noln-folrmal).  

Dari data yang di pelrollelh dari tahun 2020-2024 jumlah laka lantas yang 

dilakukan anak dibawah umur selbanyak 58 kolrban yang melninggal dunia 5 olrang 

luka belrat 2 olrang, luka ringan 85 olrang, kelrugian matelri Rp. 38.600.000 dan 

pelnyellelsaian pelrkara selcara RJ 53, SP3 4 dan divelrsi 1.  

 

NO 

 

TAHUN 

 

JUMLAH 

LAKA 

 

     KORBAN 

 

     KERUGIAN 

     MATERI  

 

 

          PENYELESAIAN PERKARA 

MD LB LR P21 RJ SP3 SP2LID DIVERSI 

     

1. 2020 15 0 0 21 Rp.   9.700.000 0 15 0 0 0 

2. 2021 19 2 2 36 Rp. 15.200.000 0 17 2 0 0 

3. 2022 12 1 0 14 Rp.   4.500.000 0 11 0 0 1 

4. 2023 8 2 0 9 Rp.   6.200.000 0 6 2 0 0 

5. 2024 4 0 0 5 Rp.   3.000.000 0 4 0 0 0 

JUMLAH 58 5 2 85 Rp. 38.600.000 0 53 4 0 1 
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Keltika telrjadi pellanggaran hukum, maka fase l sellanjutnya yang harus 

dilakukan adalah upaya pe lnelgakan hukum. Dalam hal pe llanggaran hukum yang 

dilakukan ollelh anak, maka pro lsels pelradilannya tellah diatur khusus yaitu  dalam 

Undang-Undang Nol. 11 Tahun 2012 telntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak. 

Pelrkara pellanggaran lalu lintas de lngan pellaku anak, te lntu harus tunduk telrhadap 

Undang-Undang Nol. 11 Tahun 2012 telntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak 

(SPPA) diantaranya te lntang divelrsi dan keltelntuan pelmidanaan, namun di sisi lain 

belbelrapa keltelntuan dalam Undang-Undang Sistelm Pelradilan Pidana Anak 

telrselbut belrtelntangan delngan sifat celpat dalam pelrkara pellanggaran lalu lintas. 

Belbelrapa pelrtelntangan telrselbut diantaranya adalah bahwa dalam UU 

SPPA, diatur melngelnai kelwajiban adanya divelrsi tapi di sisi lain, dalam pelrkara 

pellanggaran lalu lintas Telrdakwa tidak harus datang se lndiri kel pelrsidangan, tapi 

dapat melnunjuk selselolrang delngan surat untuk melwakilinya dalam pe lrsidangan 

(pasal 213 KUHAP). Di samping itu, dalam pe lrkara pellanggaran lalu lintas, 

sidang dapat dilanjutkan walaupun telrdakwa atau wakilnya tidak hadir dalam 

sidang, selhingga kelmudian pelrkara diputus delngan velrstelk (tanpa kelhadiran 

telrdakwa). 

Belrdasarkan kelputusan Direlksi Nolmolr Kelp/132/2023 tanggal 2 O lktolbelr 

2023 telntang Pelrubahan Atas Kelputusan Direlksi Nolmolr Skelp/62/VII/2001 

tanggal 26 Juli 2001 Telntang Pelnyellelsaian Santunan Bagi Ko lrban Kelcellakaan 

Lalu Lintas Jalan Akibat Tabrakan 2 (Dua) Atau Le lbih Kelndaraan, untuk 

dipeldolmani selsuai keltelntuan didalamnya. Delngan dibelrlakukannya Ke lputusan 
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Direlksi ini, kami sampaikan dan te lgaskan telrkait pelnye llelsaian santunan me llalui 

jalur Elx-Gratia selbagai belrikut:
12

 

1. Telrhadap ko lrban yang belrada dalam kelndaraan pelnye lbab pada pe lristiwa 

tabrakan 2 (dua) atau le lbih kelndaraan belrmoltolr, dapat dibelrikan santunan 

mellalui jalur ElxGratia. 

2. Santunan me llalui jalur Elx-Gratia, tidak dibe lrikan kelpada ko lrban yang 

belrada dalam ke lndaraan pelnye lbab kelcellakaan yang me llakukan 

pellanggaran belrdasarkan Undang-Undang yang me lngatur melngelnai Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, yang te lrbatas pada 6 (elnam) pellanggaran, 

yaitu: 

a. Mellawan arus lalu lintas. 

b. Melngelmudikan kelndaraan belrmoltolr tanpa surat izin melngelmudi yang 

sah. 

c. Melngelmudikan kelndaraan belrmoltolr yang tellah dimoldifikasi dimelnsi, 

melsin, atau kelmampuan daya angkutnya de lngan tata cara yang tidak 

selsuai keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan. 

d. Melnelro lbols palang pintu pelrlintasan kelrelta api, yaitu me lngelmudikan 

kelndaraan belrmoltolr pada pelrlintasan antara kelrelta api dan jalan yang 

tidak belrhelnti keltika sinyal sudah be lrbunyi, palang pintu ke lrelta api 

sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain. 

e. Melngelmudikan kelndaraan belrmoltolr delngan tidak wajar dan/atau 

mellakukan kelgiatan lain kare lna melmbuat kolnteln yang dapat 

                                                           
12 

Peraturan jasa raharja. 2023. Tentang Penyelesaian Santunan Bagi Korban Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan Akibat Tabrakan 2 (Dua) Atau Lebih Kendaraan. 
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melmbahayakan kelamanan, kelsellamatan selrta melngganggu keltelrtiban 

dan kellancaran lalu lintas dan angkutan jalan. 

f. Melngelmudikan kelndaraan belrmoltolr yang tidak te lrelgistrasi atau tidak 

dilelngkapi delngan surat tanda colba kelndaraan belrmo ltolr. 

B. Rumusan masalah  

Belrdasarkan uraian pada latar bellakang masalah telrselbut diatas, maka 

pelnelliti folkuskan pelmbahasan selbagai belrikut: 

a. Apa faktolr yang melnyelbabkan telrjadinya pellanggaran lalu lintas ollelh anak 

di wilayah pollrelsta Cirelboln? 

b. Bagaimana pelnelgakan hukum pellanggaran lalu lintas ollelh pollrelsta 

Cirelboln ditinjau dari telolri keladilan dan kelpastian hukum? 

C. Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan latar bellakang yang tellah diuraikan pelnelliti di atas, maka 

tujuan dari pelnellitian ini se lbagai belrikut :  

a. Untuk melngeltahui faktolr yang melnye lbabkan telrjadinya pellanggaran lalu 

lintas ollelh anak di wilayah po llrelsta Cirelboln. 

b. Untuk melngeltahui pelnelgakan hukum pellanggaran lalu lintas o llelh pollrelsta 

Cirelboln ditinjau dari telolri keladilan dan kelpastian hukum. 

D. Manfaat Penelitian 

Selbagaimana tujuan dari pelnellitian di atas, maka pe lnelliti belrharap 

pelnellitian ini dapat me lmbelrikan manfaat bagi pihak manapun, se lbagai be lrikut: 

a. Bagi pelnulis  
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Pelnellitian ini belrharap dapat melmbelrikan manfaat bagi pribadi khususnya 

kelintellelktualan pelnelliti dalam ranah ilmu hukum dan se lkaligus 

melmbelrikan dan me lnambahkan pelngeltahuan telrkait delngan pelrmasalahan 

yang pelnelliti angkat dalam pelnellitian ini. 

b. Bagi akadelmisi 

Dari pelnellitian ini belrharap dapat dijadikan se lbagai relfelrelnsi atau rujukan 

akadelmisi dalam me llakukan pelnellitian atau lainnya khususnya te lrkait 

delngan tinjauan te lolri keladilan dan kelpastian hukum telrhadap pelnelgakan 

hukum pellanggaran lalu lintas o llelh anak.  

E. Kegunaan Penelitian  

Selbagaimana tujuan dan manfaat yang tellah pelnelliti uraikan di atas, maka 

pelnelliti belrharap pelnellitian ini melmbelrikan kelgunaan selbagai belrikut: 

a. Selcara Telolritis 

Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melnambah khasanah kelilmuan 

telrutama dalam bidang hukum yang kellak dapat melngelmbangkan disiplin 

ilmu hukum selrta kaitannya delngan pelnanganan kasus kelcellakaan lalu 

lintas bagi pellaku anak di wilayah hukum kelpollisian relsolr kolta Cirelboln. 

Lelbih khusus lagi pe lnellitian ini akan me lmbelrikan masukan kelpada 

kalangan akadelmis dan praktisi dalam rangka pe lnye lmpurnaan pelraturan 

pelrundang-undangan dalam bidang pe lrlindungan dan sistelm pelradilan 

pidana anak. 

b. Selcara Praktis 
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Hasil pelnellitian ini dapat be lrguna bagi masyarakat umum se lbagai bahan 

bacaan telrkait pelnanganan kasus laka lantas bagi pe llaku anak di wilayah 

hukum Kelpollisian Relsolr Kolta Cirelboln. Selhingga masyarakat dapat 

melmbelrikan sumbangsih pada pelncelgahan kelcellakaan lalu lintas. 

F. Metode Penelitian 

Selbagaimana yang dikeltahui bahwa pelnellitian belrjudul tinjauan telolri 

keladilan dan kelpastian hukum te lrhadap pelnelgakan hukum pellanggaran lalu lintas 

ollelh anak studi kasus di wilayah hukum ke lpollisisan relsolr kolta Cirelboln yang saat 

ini pelnulis singkat se lbagai Po llrelsta Cirelboln. Meltoldel pelnellitian belrfungsi untuk 

mellihat hukum dalam artian nyata dan me lnelliti bagaimana belkelrjanya hukum di 

lingkungan masyarakat. Dikare lnakan dalam pelnellitian ini me lnelliti o lrang dalam 

hubungan hidup di masyarakat maka me ltoldel pelnellitian hukum elmpiris dapat 

dikatakan selbagai pelnellitian hukum so lsiollolgis. Dapat dikatakan bahwa pe lnellitian 

hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan 

hukum atau badan pelmelrintah. 

Tujuan dari pelnellitian ialah untuk melngungkapkan kelbelnaran selcara 

sistelmatis, meltoldo llolgi dan kolnsisteln.13 Ollelh karelna pelnellitian melrupakan suatu 

sarana bagi pelngelmbangan ilmu pelngeltahuan dan pelngelmbangan telkno llolgi, maka 

meltoldollolgi pelnellitian melnjadi dasar dalam melnelmukan suatu kelbelnaran.  

Meltoldel pelnellitian melrupakan suatu langkah dalam hal me lnelntukan sumbelr 

data yang akan digunakan dalam se lbuah pelnellitian, yang mana be lrtujuan untuk 

                                                           
13 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 25 
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melncapai selbuah analisa data yang akurat. Dalam pelnellitian ini, pe lnelliti 

melnggunakan meltoldel, selbagai belrikut:  

1. Tipe Penelitian  

Tipel pelnellitian yang dipe lrgunakan adalah meltoldel pelnellitian be lrsifat 

delskriptif analisis, yaitu pe lnellitian yang dilakukan de lngan cara me lnelliti 

bahan primelr (olbselrvasi dan pelnellitian langsung lapangan) dan juga pustaka 

(data selkundelr) atau pelnellitian hukum pelrpustakaan
14

. 
 
Lalu didelskripsikan 

dalam analisa dan pelmbahasannya.
 

2. Pendekatan Penelitian  

Melnurut So lelrjolnol Solelkantol dan Sri Mamudji, Pe lnellitian hukum nolrmatif 

melliputi pelnellitian telrhadap asas-asas hukum, taraf sinkro lnisasi hukum
15

. 

Pelndelkatan pelnellitian yang digunakan adalah pelnellitian hukum so lsiollolgis 

atau biasa dise lbut pelnellitian yuridis so lsio llolgis, yang artinya pe lnellitian 

dilakukan selcara langsung kellapangan untuk melndapatkan data yang pe lnulis 

butuhkan. Dalam pelnellitian ini, hukum dikolnselpkan selbagai suatu geljala 

elmpiris yang dapat diamati di dalam ke lhidupan nyata. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam pelnellitian ini, pelnulis melnggunakan dua sumbelr data yaitu : 

a. Data Primelr 

Data Primelr adalah data utama yang dipe lrollelh ollelh pelnulis mellalui 

wawancara yang be lrhubungan langsung de lngan polkolk masalah yang 

                                                           
14

Ediwarman, 2010, Monograf, Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Univ. 

Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Hal. 24 
15 

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan 

Singkat, Cetakan ke-11. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 13-14 
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dibahas. Data prime lr didapat delngan mellakukkan wawancara de lngan 

Ipda Eldhi Lelsmana sellaku satuan lalu lintas kelpollisian relsolr kolta 

Cirelboln. Dan hasil surveli anak yang mellakukan pellanggaran. 

b. Data Selkundelr 

Melnurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud de lngan data selkundelr 

yaitu data yang dipelrollelh dari bahan kelpustakaan, data telrselbut 

biasanya te llah telrsusun dalam belntuk dolkumeln-dolkumeln
16

. Melnurut 

Solelrjolnol Solelkantol dan Sri Mamuji, data yang dipe lrollelh dari bahan- 

bahan pustaka, lazimnya dinamakan data selkundelr
17

. Lelbih lanjut 

Solelrjolnol Solelkantol dan Sri Mamuji melngelmukakan bahwa dalam 

pelnellitian hukum, data se lkundelr melliputi bahan hukum prime lr, bahan 

hukum selkundelr, dan hukum telrtielr, adalah selbagai belrikut: 

1) Bahan Hukum Primelr 

Bahan Hukum Primelr, yaitu bahan-bahan hukum yang melngikat. 

Melrupakan bahan hukum belrsifat autolritatif artinya melmiliki 

olto lritas, mutlak dan melngikat. Bahan hukum primelr telrdiri dari 

pelraturan dasar, pelraturan pelrundang-undangan, catatan relsmi, 

lelmbaran nelgara dan pelnjellasan, risalah, putusan hakim dan 

yurisprudelnsi.
18

 Dalam pelnellitian ini telrdiri dari: 

a) Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indolnelsia Tahun 

1945. 

                                                           
16 

Sumadi Suryabrata, 1992,  Metode Penelitian, Jakarta. Tajawali Press. Hal. 84. 
17 

Soerjono Soekanto.1986. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat.  Jakarta. 

Rajawali. Hal. 14. 
18 

Bambang Sugono. 2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada 

Hal.113. 
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b) Undang-Undang Nol. 11 Tahun 2012 telntang Sistelm 

Pelradilan Pidana Anak. 

c) Undang-undang Nolmolr 22 Tahun 2009 te lntang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 359 

e) Pelraturan Jasa Raharja Telntang Pelnyellelsaian Santunan 

Bagi Kolrban Kelcellakaan Lalu Lintas Jalan Akibat 

Tabrakan 2 (Dua) Atau Lelbih Kelndaraan Tahun2023. 

2) Bahan hukum selkundelr 

Bahan Hukum Selkundelr, yaitu litelratur yang telrdiri dari buku-

buku, jurnal dan makalah yang belrkaitan delngan telma pelnellitian 

ini Bahan hukum telrsielr 

3) Bahan Hukum Telrsielr,  

Bahan Hukum Telrsielr, yaitu bahan hukum yang melmbelrikan 

peltunjuk dan pelnjellasan telrhadap bahan hukum primelr dan 

selkundelr, selpelrti : kamus hukum, kamus be lsar bahasa Indolnelsia, 

dan elnsiklolpeldia. 

1. Kamus Hukum 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Kamus Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta. Untuk memahami definisi istilah 

seperti keadilan, kepastian hukum, atau penegakan hukum. 

2. Ensiklopedia Hukum Indonesia 
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Ensiklopedia Hukum Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, 

Jakarta. Sebagai rujukan umum tentang istilah dan sistem 

hukum Indonesia, termasuk hukum pidana anak dan lalu lintas. 

3. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah malang. Digunakan dalam metodologi 

penyusunan skripsi. 

4. Bibliografi atau Indeks Perundang-undangan 

Katalog Peraturan Perundang-undangan Bidang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, Kementerian Hukum dan HAM. 

Digunakan untuk membantu menemukan sumber hukum 

primer terkait UU Lalu Lintas dan Perlindungan Anak. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Telknik pelngumpulan data dalam pelnellitian ini dapat dijellaskan selbagai 

belrikut : 

a. Studi Kelpustakaan 

Studi pustaka melrupakan cara melmpelrollelh data-data delngan 

melmfolkuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang 

telrolrganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk melncari 

data selkundelr yang dibutuhkan guna melnjellaskan data primelr. 

b. Wawancara 
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Wawancara adalah cara yang dipe lrgunakan untuk me lmpelrollelh keltelrangan 

selcara lisan guna me lncapai tujuan
19

. Dalam pelnellitian ini pelnellitian 

melnggunakan wawancara selmi telrstruktur yang untuk melngeltahui 

infolrmasi buku di mana pelnelliti melmiliki peldolman wawancara dan 

wawancara tak telrstruktur di mana wawancara belrjalan melngalir selsuai 

tolpik atau dikatakan wawancara telrbuka
20

. Relspolndeln telrdiri dari 

Pelnyidik di wilayah hukum Ke lpollisian Relsolr  Kolta Cirelboln. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang dipelrgunakan dalam pelnellitian ini adalah delskriptif 

analisis. Analisa data dalam pe lnellitian me lnurut Mo llelolng adalah prolsels 

pelngolrganisasian dan me lngurut data kel dalam polla, katelgolri dan satuan 

uraian dasar se lhingga dapat dikeltelmukan telma selrta selsuai delngan yang 

disarankan o llelh data
21

. Data yang dipe lrollelh baik saat pelngumpulan data di 

lapangan maupun seltellah data telrkumpul, kelmudian data yang telrkumpul 

diollah agar siste lmatis. Data telrselbut akan dio llah mulai dari melngeldit data, 

melngklasifikasikan, melrelduksi, melnyajikan dan melnyimpulkan. Dalam 

pelnellitian ini me lnggunakan meltoldel kualitatif yaitu delngan melndelskripsikan 

selrta melnjellaskan data yang dipe lrollelh sellama pelnellitian diprolsels delngan 

analisa dan telknik yang digunakan selsuai tahapan yang dikelmukakan ollelh 

Milels dan Humbelrmeln dalam Mo llelolng delngan mo ldell intelraktif yang 

                                                           
19  

Burhan Ashofa. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 95. 
20

 Sugiyono. 2008. Memahadmi Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta. Hal. 233. 
21 

Lexy J. Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif.  Bandung. Remaja Rosda 

Karya. Hal. 109. 
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melrupakan siklus pelngumpulan data, re lduksi data dan sajian se lrta 

kelsimpulan
22

. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistelmatika dalam pelnellitian ini te lrdiri dari 4 (elmpat) bab yang mana 

sistelmatika telrselbut dimulai dari se lbagai belrikut: 

BAB I : PElNDAHULUAN 

Pada Bab I Pelndahuluan ini belrisi melngelnai uraian latar bellakang dari 

pelrmasalahan atau isu hukum yang dibahas o llelh pelnulis. Dimana me lmuat atas 

latar bellakang, rumusan masalah, tujuan pe lnellitian, manfaat pelnellitian, kelgunaan 

pelnellitian, meltoldel pelnellitian dan sistelmatika pelnellitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada Bab II Tinjauan Pustaka ini be lrisi melngelnai antara lain: 

A. Tinjauan Telntang Pelnelgakan Hukum 

B. Tinjauan Umum Telntang Anak 

C. Tinjauan Telrhadap Anak Selbagai Pellaku Tindak Pidana 

D. Prolsels Pelradilan Pidana Anak 

E. Sanksi Pidana dan Tindakan te lrhadap Pellaku Tindak Pidana Anak 

F. Telolri Keladilan  

G. Telolri Kelpastian Hukum 

H. Tinjauan pelnelgakan hukum pellanggaran lalu lintas ollelh anak di po llrels 

Cirelboln 

BAB III : PElMBAHASAN  

                                                           
22 

Ibid. Hal. 110. 
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Pada Bab III Pe lmbahasan, pelnelliti me lmaparkan telrkait delngan po lkolk 

pelmbahasan atau rumusan masalah yang pe lnelliti angkat dalam pe lnellitian ini. 

Dimana polkolk pelmbahasan atau rumusan masalah te lrselbut melliputi, Pelrtama, 

faktolr yang melnye lbabkan telrjadinya pellanggaran lalu lintas ollelh anak di wilayah 

pollrelsta Cirelboln. Keldua, pelnelgakan hukum pellanggaran lalu lintas o llelh pollrelsta 

Cirelboln ditinjau dari telolri keladilan dan kelpastian hukum. 

BAB IV : PElNUTUP 

Pada Bab IV Pe lnutup ini melrupakan bab telrakhir dalam pelnellitian ini yang 

mana bab ini be lrisikan melngelnai kelsimpulan atas po lkolk pelmbahasan atau 

rumusan masalah yang pe lnelliti paparkan pada Bab III dan belrisikan melngelnai 

saran atau sollusi yang ditawarkan pe lnelliti atas pelrmasalahan yang ditelliti. 


